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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah, akhirnya penulis

berkesimpulan bahwa secara yuridis formal Keberadaan Kejaksaan Terhadap

Hadirnya KPK dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

kedudukannya sama, tetapi tidak terikat secara Hierarki organisatoris

sehingga tidak adanya kewajiban dari Kejaksaan untuk tunduk kepada KPK

karena kedua lembaga tersebut sama-sama di bentuk berdasarkan Undang-

Undang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

kedua lembaga ini terikat dalam melakukan koordinasi dan supervisi

sehingga dalam upaya meningkatkan peran masing-masing lembaga yang

mempunyai kredibilitas yang tinggi terhadap masyarakat guna melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi yang kian merajalela, dan upaya yang

dilakukan di harapkan dapat lebih efektif dan optimal dengan adanya lembaga

baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana

korupsi bahwa Kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan melalui Surat

Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan, sehingga Kejaksaan

mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi

berapapun nilai nominal hasil dari kejahatan korupsi yang di timbulkan,

berhubungan dengan hadirnya KPK dalam melakukan pengambilalihan
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penyidikan, KPK tidak serta merta dapat mengambilalih penyidikan dari

Kejaksaan, KPK hanya dapat mengambilalih penyidikan apabila ada unsur-

unsur yang terpenuhi yang memungkinkan KPK mengambilalih penyidikan

yaitu apabila adanya laporan dari masyarakat mengenai korupsi yang tidak di

tindak lanjuti, proses penanganan secara berlarut-larut tanpa ada

pertanggungjawaban, adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau

legislatif, dan menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah), dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh

masing-masing lembaga ini membuat penanganan perkara korupsi tidak

menjadi tumpang tindih (overlapping) kewenangan dalam melakukan

penyidikan khususnya antara Kejaksaan dengan KPK, sehingga menjadi jelas

pihak mana yang berhak melakukan penyidikan, oleh karena itu diharapkan

dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan

hadirnya KPK dapat menjadi lebih efektif dan optimal.

B. Saran

1. Agar peran dari Kejaksaan lebih di optimalkan lagi dalam menangani

perkara korupsi karena tanpa adanya lembaga KPK pun seharusnya

Kejaksaan juga mempunyai kredibiltas dalam menangani kasus korupsi,

sehingga uang-uang negara hasil dari kejahatan korupsi dapat

dikembalikan kepada negara.

2. Agar antara lembaga Kejaksaan dengan hadirnya lembaga KPK menjadi

rekan yang solit dan saling merapatkan barisan dalam upaya meningkatkan

kinerjanya dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga nantinya
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bangsa Indonesia menjadi negara yang aman damai dan sejahtera yang

terbebas dari bahaya laten korupsi yang dapat merusak, menghancurkan,

sendi-sendi negara Indonesia tercinta.
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